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PENETAPAN
Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGGUGAT, tempat dan tanggal lahir ...., 29 Juli 1982, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 02 Oktober 1981, 02 Oktober 1981,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Perumahan Pondok Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2021 telah
mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Batam, dengan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 28 Juni 2021,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0/06/X/2012 Tanggal 02 Oktober 2012;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Kota

Batam;
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3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu)
orang anak:
a. ANAK PERTAMA, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir, Batam,
14-08-2014 ;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis
akan tetapi pada bulan Juli tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi. Sehingga sering terjadi
perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
disebabkan antara lain:
a. Bahwa Tergugat bermain judi, hal ini diketahui sendiri oleh
Penggugat yang pernah melihat Tergugat bermain jackpot di daerah
Nagoya. Penggugat telah berulang kali menyuruh Tergugat untuk
berhenti bermain judi, akan tetapi perkataan tersebut diabaikan oleh
Tergugat ;
5. Bahwa puncak hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Juni tahun 2021 yang disebabkan oleh Tergugat bermain
judi kembali, setelah berhenti selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan. Hal ini
diketahui Penggugat yang setiap menelpon Tergugat selalu marah-marah,
pertanda Tergugat telah kalah dalam bermian judi. Saat Penggugat
menanyai Tergugat apakah Tergugat kembali bermain judi dan jawaban
Tergugat adalah iya. Karena telah muak dengan perilaku Tergugat yang
terus berjudi, Penggugat meminta untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan rumah
tangganya dengan Tergugat dengan memberikan waktu kepada Tergugat
untuk mengubah sikapnya, namun Tergugat tidak kunjung berubabh;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap
sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut
perkaranya karena akan berbaik dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan
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tidak pula diwakili oleh kuasanya sedangkan panggilan telah disampaikan
secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan
sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan
sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-
sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat berdamai kembali dengan
Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Atas nasehat tersebut,
Penggugat menerimanya dan menyatakan akan berbaik dengan Tergugat,
kembali melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut
perkaranya karena akan berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah menyatakan
mencabut perkaranya, maka atas keinginan Penggugat tersebut, Majelis
berpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dengan dicabut, tidak diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, maka pengaturan lebih lanjut didasarkan kepada
ketentuan yang diberlakukan di peradilan pada umumnya, yaitu Reglement of
Rechtsvordering (RV.);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka
keadaan Penggugat dengan Tergugat kembali seperti keadaan semula
sebelum Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, hal ini
berarti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tetap dalam satu ikatan
perkawinan yang resmi. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pasal 272
alinea ketiga angka 1 RV, intinya menyebutkan bahwa kedua belah pihak
dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya, namun demikian berkenaan dengan biaya yang telah dikeluarkan
akibat adanya gugatan Penggugat tetap dibebankan kepada Penggugat,
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sebagaimana diatur dalam pasal 272 alinea ketiga angka 2 RV. yang
menyebutkan bahwa Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban
membayar biaya perkara;
Memperhatikan, akan pasal-pasal dari Perundang-undangan yang
berlaku serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm,

dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Membebahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.
Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi,
S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. M. Syukri Dra. Hj. Hasnidar, M.H.
Hakim Anggota,

Hj. Ela Faigoh Fauzi, S.Ag., M.H.,
Panitera Pengganti,
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Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp345.000,00
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